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ABSTRAK:  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) secara signifikan 

mengubah lanskap hukum lingkungan di Indonesia dengan menghapus Pasal 102 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH). Kebijakan ini mendekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin, yang sebelumnya diancam dengan sanksi pidana 

penjara dan denda. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dan menganalisis kebijakan 

tersebut dari perspektif penologi. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan asas lex 

posteriori derogate legi priori, penghapusan Pasal 102 UUPPLH oleh UUCK sah secara 

formal, namun menimbulkan konsekuensi serius. Implikasi utamanya adalah hilangnya delik 

formil yang efektif untuk mitigasi dini, melemahnya efek jera, dan terciptanya kekosongan 

hukum yang menyulitkan penindakan terhadap pengelola limbah B3 ilegal yang bukan 

merupakan penghasil limbah. Ditinjau dari teori pemidanaan, kebijakan dekriminalisasi ini 

bertentangan dengan tujuan fundamental pemidanaan. Dari perspektif teori pembalasan, sanksi 

administratif yang menggantikan pidana dianggap tidak proporsional dengan bahaya yang 

ditimbulkan dan gagal menyampaikan pesan pencelaan moral. Dari teori tujuan, kebijakan ini 

secara signifikan mengurangi fungsi mitigasi umum dan khusus. Sementara itu, dari tinjauan 

teori gabungan dan pembenaran pemidanaan terpadu, dekriminalisasi ini menunjukkan 

ketidakseimbangan yang mengesampingkan keadilan dan perlindungan lingkungan demi 

tujuan pragmatisme ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dekriminalisasi tersebut 

merupakan langkah mundur bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. 

Kata Kunci: B3, Dekriminalisasi, UUPPLH, UUCK, Penologi 
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